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Abstrak

Mengingat Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana,
mitigasi bencana menjadi kebutuhan mendesak, dengan pemerintah memegang
peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana
alam secara utuh. Kabupaten Grobogan merupakan daerah rawan bencana
dengan topografi dataran rendah berupa cekungan yang diapit oleh pegunungan
kapur di sebelah utara dan Pegunungan Kendang di sebelah selatan. Penelitian
ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui
survei, wawancara, dan observasi, bersifat deskriptif, dilaksanakan di Kantor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan, serta dianalisis
secara kualitatif. Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan secara
mendalam implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan upaya strategis dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan adanya
kemajuan signifikan dalam membangun sistem kesiapsiagaan dan respons
bencana, meskipun masih terdapat hambatan berupa tingkat pengetahuan dan
koordinasi pihak terkait kebencanaan, rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap risiko bencana, luas wilayah Kabupaten Grobogan sebagai wilayah
terluas kedua di Jawa Tengah, serta kondisi alam yang beragam. Upaya strategis
difokuskan pada peningkatan koordinasi, edukasi, dan pembangunan kapasitas
masyarakat. Implementasi peraturan telah menunjukkan progres, namun masih
menghadapi kendala berupa luas wilayah, keterbatasan sumber daya manusia di
BPBD, dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Diperlukan peningkatan
layanan informasi dan akses edukasi kebencanaan bagi masyarakat luas,
intensifikasi program sosialisasi khususnya di desa rawan bencana, serta
pembentukan kelompok siaga bencana.

Kata Kunci : Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2015, Penanggulangan
Bencana, Grobogan

Abstract

Given Indonesia’s vulnerability to disasters, disaster mitigation is an urgent
necessity, with the government playing a central role in planning and fully
implementing disaster management. Grobogan Regency is a disaster-prone area
whose topography consists of lowlands in the form of a basin flanked by
limestone mountains to the north and the Kendang Mountains to the south. This
study employed an empirical juridical approach, collecting data directly from
the field through surveys, interviews, and observations. The research was
descriptive in nature, conducted at the Grobogan Regency Regional Disaster
Management Agency Office, and analyzed using qualitative methods. The study
analyzes and describes in depth the implementation of the policy and identifies
inhibiting factors and strategic efforts to optimize the implementation of
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Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning Disaster Management in
Grobogan Regency. The results indicate significant progress in building a
disaster preparedness and response system; however, several obstacles remain,
including the level of knowledge and coordination among disaster-related
stakeholders, low public awareness of disaster risks, the extensive geographical
area of Grobogan Regency as the second largest in Central Java, and diverse
natural conditions. Strategic efforts focus on strengthening coordination,
education, and community capacity building. Although the implementation of
the regulation has shown progress, it still faces challenges such as the regency’s
large area, limited human resources within the Regional Disaster Management
Agency, and low active community participation. Improvements are needed in
information services and public access to disaster education, intensified
outreach programs particularly in disaster-prone villages, and the establishment
of disaster preparedness groups.

Keywords: Regional Regulation Number 8 Of 2015, Disaster Management,
Grobogan

1.  PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia bertanggung jawab penuh untuk menjaga dan melindungi
seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya, dengan maksud memberikan
perlindungan bagi kehidupan dan mata pencarian masyarakat demi mencapai
kesejahteraan bersama yang didasarkan Pancasila. Oleh karena itu, Alinea ke IV
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial’. Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak di kawasan Cincin Api Pasifik yang
dikenal memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi sehingga menjadikan Indonesia rentan
terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi, serta
dipengaruhi dua musim utama yang turut berkontribusi pada potensi kebakaran hutan dan
kekeringan saat kemarau maupun banjir, tanah longsor dan angin puting beliung saat
musim penghujan.?

Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menunjukkan adanya
upaya sistematis dalam penanganan bencana, dimana Pasal 1 ayat 5 menegaskan bahwa

! Penjelasan Umum ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.24 TAHUN 2007
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

% Seprina Aulia Putri,” Pengelompokkan Daerah Rawan Bencana Di Indonesia Menggunakan Metode
Clustering K-Means”, Jupiter:Publikasi llmu Keteknikan Industri, Teknik Elektrodan Informatika VVolume.
3, No. 1, 2025, Hal 09-16.
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penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang
mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana,
aktivitas pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pemerintah memiliki tanggung
jawab utuh dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana.®> Dengan demikian
pemerintah bertanggung jawab atas peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat baik yang disebabkan faktor
alam, non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mendorong perubahan paradigma dari
pendekatan reaktif menuju mitigasi yang lebih antisipatif melalui analisis risiko dan
langkah nyata untuk meminimalkan risiko bencana di masa depan sebagai bagian dari
strategi manajemen risiko. Mengingat Indonesia merupakan wilayah yang rentan
terhadap bencana, maka mitigasi menjadi kebutuhan mendesak sebagaimana
didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 sebagai
rangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur
fisik, edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat guna memastikan tindakan cepat dan
akurat saat bencana terjadi.” Pemerintah juga memperhatikan rehabilitasi dan rekonstruksi
yang memerlukan penilaian komprehensif terhadap kerusakan dan kebutuhan,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 serta Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 mengenai peran lembaga internasional dan lembaga
asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana.’

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai negara hukum dimana segala
aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diatur oleh peraturan
perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Menurut CF. Strong negara kesatuan

adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terpusat pada suatu badan legislatif

® Idris Abas,” Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon Persepektif Undang-Undang Nomer 24
Tahun 2007 , Volume 3 No.1 2022.

* Arif Maulana, Ali Rahman, Nur Afti Aulia, Algadrinur, Muhammad Firmansyah,Bambang Ady
Gunawan,"Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dan Muitigasi
Berbasis Kearifan Local",Collegium Studiosum Journal VVol. 7 NO. 2, DESEMBER 2024.

> Sri Nawang Wulan, Andi Febri Herawati, Rizqy Alfiyaty,” Manajemen Komunikasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Tolitoli”, Jurnal
Sosial Dan Humaniora 2024

® Elemen Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia, Jurnal Ilmu
Administrasivolume 15, Nomor 1, Januari 2024
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nasional atau pusat,” namun melalui prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagian
kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya sesuai
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 18 ayat 6 UUD 1945 pemerintah
daerah berwenang menetapkan perda dan regulasi pendukung guna melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan menyediakan pelayanan publik serta
memberikan perlindungan bagi masyarakat.®

Kabupaten Grobogan merupakan daerah rawan bencana berupa banjir dan tanah
longsor, dimana secara topografi merupakan dataran rendah berupa cekungan yang diapit
pegunungan kapur di sebelah utara dan pegunungan Kendang di sebelah selatan serta
memiliki dua aliran sungai besar yaitu Sungai Lusi dan Sungai Tuntang yang sering
meluap saat musim penghujan. Pada bulan Maret tahun 2025 puncaknya terjadi banjir
besar yang merendam 113 desa di 6 kecamatan akibat hujan deras dan jebolnya tanggul
karena debit air melebihi kapasitas tampung sehingga menimbulkan kerusakan rumah
warga. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana Pasal 1 ayat
13 mendefinisikan pencegahan bencana sebagai rangkaian kegiatan untuk mengurangi
atau menghilangkan risiko bencana melalui pendekatan preventif seperti perencanaan,
pemantauan, intervensi dini, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, edukasi
masyarakat dan koordinasi antar lembaga terkait.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dalam Pasal 1 ayat 12 juga menyebutkan
bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan, tanggap
darurat dan rehabilitasi dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketangguhan
masyarakat di Kabupaten Grobogan.18 Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis
tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian karya ilmiah berjudul “Implementasi
Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Grobogan.”

2. METODE

Metode Penelitian merupakan faktor yang cukup penting dalam melakukan penelitian

dengan tujuan untuk menentukan tercapai atau tidaknya tujuan penelitian yang dilakukan

’ Enggarani, N. S., SH, M., Arief Budiono, S. H., Farid, A. M., & SH, M. (2025). Hukum Pemerintahan
Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan. Muhammadiyah University Press. Hal 2.

8 Sutopo, Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang Jasa Usaha, Jurnal
Of Rural Development VVolume Il No.1 Februari 2011, Hal 3
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oleh penulis, karena jika metode yang digunakan tepat dan benar maka penelitian tersebut
akan mudah dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah
yang dilandaskan pada cara dan pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan yang
diinginkan seperti mempelajari gejala hukum dengan menggunakan metode analisis.
Metode penelitian juga diartikan sebagai metode ilmiah yang digunakan peneliti untuk
mengumpulkan data atau informasi yang kemudian diolah dan dianalisis secara ilmiah
sehingga peneliti mampu menarik kesimpulan terhadap apa yang ditelitinya. Dalam
penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengumpulkan data langsung
dari lapangan melalui survei, wawancara, dan observasi guna memperoleh informasi
relevan mengenai praktik hukum yang sebenarnya.’ Jenis penelitian yang digunakan
adalah deskriptif, yang merupakan metode yang mendeskripsikan serta memaparkan apa
adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian
dilakukan.®® Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Grobogan dengan sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui
wawancara langsung dengan lembaga terkait dan data sekunder yang diperoleh dari
dokumen, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan
studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif
menekankan penelitian pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci,
teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis bersifat induktif dan lebih
menekankan makna daripada generalisasi,™* guna memperoleh penjelasan mengenai
Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Grobogan

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan telah menunjukkan kemajuan

signifikan dalam membangun sistem kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana,

° Sidi Ahyar Wiraguna, Jurnal” Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif
Di Indonesia” Vol. 3, No. 3, November 2024.
10 Septiani, R. A. D., & Wardhana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum
Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. Jurnal Perseda: Jurnal Pendidikan Guru
Sekolah Dasar, 5(2), 130-137.
1 Alaslan, Amtai. Metode Penelitian Kualitatif. No. Smrbh. Center For Open Science, 2023.
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dimana Kabupaten Grobogan memiliki 7 jenis bencana seperti banjir, tanah longsor,
kekeringan, kebakaran dan gempa bumi yang sering terjadi di wilayah tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BPBD Grobogan dan pemangku
kepentingan lokal, perda ini telah diterapkan melalui pembentukan struktur organisasi
yang lebih terkoordinasi, termasuk tim reaksi cepat dan pusat pengendalian operasi yang
beroperasi 24 jam, serta memberikan landasan hukum, arah kebijakan, dan kepastian
penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana sehingga memungkinkan
pemerintah daerah mengintegrasikan upaya pencegahan, mitigasi, dan respons dalam
kerangka kerja sistematis dan berkelanjutan.*?

Perda Nomor 8 Tahun 2015 yang mulai diterapkan pada 16 November 2015
merupakan inisiatif penting pemerintah daerah dengan mengacu pada Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, dengan
penekanan pada pengembangan mekanisme penanggulangan bencana yang melibatkan
pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Penerapannya ditandai dengan edukasi intensif
kepada aparat desa dan sukarelawan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam
pencegahan dan respons cepat. Berdasarkan grafik kebencanaan tahun 2025, banjir masih
mendominasi namun kasus kebakaran dan angin kencang juga meningkat, sementara
perbandingan dengan Kota Semarang menunjukkan bahwa faktor penurunan muka tanah

dan kenaikan permukaan laut memperparah banjir di wilayah tersebut.*?
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Gambar 1. Grafik Bencana 2025 BPBD Grobogan
Sumber : BPBD Grobogan

Perda ini juga berfungsi sebagai regulasi utama dalam mengatur struktur organisasi

BPBD termasuk unit tanggap cepat dan markas operasi, serta pelaksanaan kebijakan

12 Wawancara Kepada Kabid Kesiapsiagaan Dan Pencegahan, Bapak Masrichan A,Md Selasa 27 Januari
2026
3 Findayani, A. (2015). Kesiap Siagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang.
Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian, 12(1), 102-114.
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sesuai Pasal 1 Ayat 12 Perda No 8 Tahun 2015 yang diperkuat Perbup No 18 Tahun 2022
terkait koordinasi, penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam
aspek pencegahan sebagaimana diatur Pasal 1 ayat 13, implementasi dilakukan melalui
mitigasi, edukasi, perencanaan dan forum koordinasi rutin sesuai Pasal 10 Perda. Upaya
tersebut mencerminkan pendekatan preventif berbasis kebijakan daerah yang terintegrasi
dan berorientasi pada pengurangan risiko secara sistematis.

Dalam pelaksanaan pencegahan, BPBD Kabupaten Grobogan melakukan pemetaan
risiko bencana di 19 kecamatan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) sesuai
Pasal 21 ayat 1, sehingga menghasilkan peta risiko terukur terhadap banjir, tanah longsor,
kekeringan dan kebakaran hutan. Selain itu, penyusunan peta risiko infrastruktur sesuai
Pasal 25 ayat 2 point b menjadi dasar pembangunan tanggul dan saluran di Daerah Aliran
Sungai (DAS) Serang sebagai bentuk mitigasi struktural. Upaya ini berkontribusi
terhadap pengurangan kerentanan wilayah serta mendukung target jangka panjang
kabupaten tahan bencana melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi antarlembaga.

BPBD juga melaksanakan pendidikan dan kampanye masyarakat sesuai Pasal 25
ayat 2 point ¢ dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana.83 Program ini didukung dokumentasi
kegiatan edukasi lapangan serta penerapan sistem peringatan awal sesuai Pasal 23 ayat 2
point b melalui pemasangan sirene dan pengembangan aplikasi seluler di 10 kecamatan
utama guna mempercepat respons masyarakat. Selanjutnya Program Desa Tangguh
Bencana (Destana) memperkuat partisipasi desa melalui pembentukan Kelompok Siaga

Bencana dan pelatihan rutin berbasis masyarakat.

Gambar 2. Foto Edukasi dan Kampanye masyarakat
Sumber : BPBD Kabupaten Grobogan

Dalam aspek tanggap darurat sebagaimana diatur Pasal 1 ayat 18 Perda No 8 Tahun

2015, tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan cepat dan terpadu meliputi
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penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan korban.
Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 dengan
tahapan laporan kejadian, kajian TRC, rapat koordinasi lintas OPD hingga penetapan
status tanggap darurat oleh Bupati. Koordinasi dan mobilisasi tim respons dilaksanakan
sesuai Pasal 8 Perda dengan melibatkan TNI, Polri, sukarelawan dan pemerintah
kecamatan sehingga mampu mempercepat penyelamatan korban. Pembentukan posko
darurat sesuai Pasal 26 ayat 3 juga dilakukan melalui posko utama di kantor BPBD dan
posko strategis di Simpang Lima Purwodadi.

Pada tahap rehabilitasi, Perda No 8 Tahun 2015 mengatur pemulihan sosial dan
ekonomi masyarakat terdampak sesuai Pasal 18 dan Pasal 19 ayat 1, melalui pemberian
bantuan modal usaha, dukungan kesehatan jiwa, pembangunan hunian tetap serta kerja
sama dengan Real Estate Indonesia untuk relokasi korban di Desa Baturagung Kecamatan
Gubug. Rehabilitasi fisik juga meliputi pembangunan kembali jembatan di Desa Pojok
Kecamatan Tawangharjo dan pembangunan talut serta bronjong di Desa

Warukaranganyar Kecamatan Purwodadi sebagai upaya meningkatkan Kketahanan

infrastruktur terhadap banjir dan longsor.

LR ML

Gambar 3. Pembangunan jembatan Kembali Akibat banjir
Gambar 4. Pembangunan Talut BPBD Grobogan
Berdasarkan Tabel 3.2 Data Bencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024 tercatat 18

kejadian bencana meningkat dari 14 kejadian pada tahun 2023, dengan banjir sebagai
bencana dominan disertai kerusakan infrastruktur di 15 desa dan kerugian ekonomi
mencapai Rp 5 miliar, namun jumlah korban jiwa menurun dari 3 menjadi 1 yang
menunjukkan efektivitas program Destana dengan peningkatan desa tangguh dari 20
menjadi 28 desa. Secara keseluruhan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 telah
berjalan efektif melalui koordinasi terintegrasi, peningkatan partisipasi masyarakat,
percepatan waktu respons dan penguatan mitigasi, meskipun masih terdapat tantangan

berupa komunikasi antarlembaga, keterbatasan anggaran dan kebutuhan relokasi,
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sehingga diperlukan penguatan audit berkala, integrasi teknologi dan kolaborasi lintas
sektor untuk mewujudkan visi kabupaten tangguh bencana.

Tabel 1. Data Bencana Kabupaten Grobogan tahun 2024
Sumber BPBD Grobogan

Tty Kebakaran Angin
Kode Kec. Kecamatan Banjir Lahan dan Putting Abrasi Kekeringan
Longsor .
Hutan Beliung

1) €] [€)] ) 6] ) @ (€]
33.15.01 Kedungjati
33.15.02 Karangrayung
33.15.03 Penawangan
33.15.04 Toroh
33.15.05 Geyer
33.15.06 Pulokulon
33.15.07 Kradenan
33.15.08 Gabus
33.15.09 Ngaringan
33.15.10 Wirosari
33.15.11 Tawangharjo
33.15.12 Grobogan
33.15.13 Purwodadi
33.15.14 Brati
33.15.15 Klambu
33.15.16 Godong
33.15.17 Gubug
33.15.18 Tegowanu
33.15.19 Tanggungharjo

Jumlah

Coooo0O0O0OCORNRNOOOORO
WRNNOANWARNNWRE R OW®ER &N
©OCococoooroocoroOOOOOOO
PR P RWON®PWHRORORONW®O RO
POROORRRORRLRERORERERR

Faktor Penghambat Dan Upaya Strategis Dalam Mengoptimalkan Implementasi
Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana

Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan
meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam membangun resiliensi daerah, masih
menghadapi tantangan utama terutama pada aspek koordinasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 Perda No 8 Tahun 2015. Koordinasi sering kali belum optimal karena tingkat
pengetahuan pihak terkait kebencanaan masih beragam, sehingga kurangnya pemahaman
mengenai risiko spesifik seperti banjir dan tanah longsor serta peran masing-masing
lembaga dapat menghambat sinergi antara BPBD, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan
masyarakat. Perda ini pada Pasal 2 ayat 2 point C menegaskan bahwa koordinasi
merupakan prinsip integral penanggulangan bencana yang dipimpin oleh BPBD dengan
melibatkan berbagai unsur termasuk Desa Tangguh Bencana (Destana), namun dalam
praktiknya masih ditemukan keraguan personel dalam mengambil keputusan cepat yang
berdampak pada respons yang tertunda.

Selain faktor koordinasi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana
juga menjadi penghambat signifikan, dimana masyarakat sering mengabaikan tanda-tanda
awal seperti curah hujan tinggi atau retakan tanah yang menunjukkan potensi banjir dan
longsor, serta cenderung bersikap apatis sebelum mengalami dampak langsung. Kondisi
ini diperparah oleh luas wilayah Kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah terluas
kedua di Jawa Tengah dengan luas sekitar 1.976 km? dan variasi topografi dari dataran
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rendah hingga pegunungan, sehingga risiko banjir, longsor dan kekeringan dapat terjadi
secara simultan di berbagai kecamatan. Perbedaan karakteristik geografis tersebut
menyebabkan pembangunan infrastruktur seperti talut dan bronjong di satu wilayah tidak
selalu efektif untuk wilayah lain, sehingga memperumit monitoring dan respons cepat
BPBD.98

Dalam mengoptimalkan implementasi Perda No 8 Tahun 2015, upaya strategis
difokuskan pada peningkatan koordinasi melalui rapat rutin, pelatihan bersama, apel
siaga, gelar peralatan, simulasi bencana dan edukasi melalui media sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 Perda dan didukung Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022. Langkah ini
berhasil mempercepat waktu respons pada bencana ringan dan meningkatkan partisipasi
masyarakat melalui kampanye bersama kepala desa, serta memperkuat kolaborasi lintas
sektor dalam penanganan kebencanaan meskipun masih memerlukan penyesuaian
terhadap tantangan geografis.

Strategi berikutnya adalah penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana)
dan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) sebagai pendekatan berbasis masyarakat
untuk membangun resiliensi dari bawah, dimana jumlah desa tangguh meningkat dari 20
pada 2023 menjadi 28 pada 2024 dengan indikator peningkatan kesadaran dan
pengurangan dampak pasca bencana.100 Program ini didukung oleh pelatihan
kesiapsiagaan, evakuasi dini, pembentukan struktur siaga desa, serta integrasi dengan
pemantauan risiko berbasis teknologi guna memperkuat kesiapan komunitas dalam
menghadapi banjir, longsor dan gempa bumi.

Peran teknologi dan inovasi juga menjadi upaya strategis penting melalui
pengembangan aplikasi “Siaga Bencana Grobogan” (Sigana), sistem peringatan dini
berbasis SMS dan sirene otomatis yang terintegrasi dengan data BMKG, serta
pembangunan website resmi BPBD untuk pelaporan cepat dan edukasi interaktif.
Optimalisasi ini diperkuat dengan pelatihan dan pendampingan berjenjang yang
meningkat dari 30 sesi pada 2023 menjadi 40 sesi pada 2024, melibatkan kader Destana,
koordinator Kencana dan staf lintas instansi, sehingga mendukung percepatan respons
dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan meskipun tantangan seperti
keterbatasan sinyal di wilayah pegunungan masih perlu diatasi.

4, PENUTUP
4.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8
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Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten
Grobogan telah berjalan dengan landasan hukum yang kuat dan sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta memberikan
kerangka yang jelas mengenai asas, prinsip, tanggung jawab pemerintah daerah,
kelembagaan BPBD, hak dan kewajiban masyarakat, serta tahapan pra-bencana, tanggap
darurat, dan pasca-bencana. Pelaksanaannya menunjukkan adanya progres kemajuan
pada aspek kelembagaan dan koordinasi antar SKPD, khususnya dalam penanganan
banjir dan angin puting beliung sebagai ancaman utama, namun masih menghadapi
kendala signifikan berupa luasnya wilayah Kabupaten Grobogan, keterbatasan sumber
daya manusia BPBD, rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam
pencegahan dan mitigasi, serta koordinasi yang belum optimal antara pemerintah desa
atau kecamatan dengan instansi terkait, sehingga meskipun telah dilakukan sosialisasi,
pembentukan satgas, dan alokasi anggaran mitigasi, efektivitasnya belum sepenuhnya
optimal terutama di wilayah rawan banjir dan kekeringan, dan masih memiliki potensi

besar untuk ditingkatkan pada aspek pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat

4.2 Saran

BPBD Kabupaten Grobogan disarankan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan
akses edukasi kebencanaan kepada masyarakat luas guna meningkatkan kesadaran
terhadap risiko bencana, melaksanakan program pencegahan secara menyeluruh, serta
mendorong penambahan anggaran khusus untuk mitigasi jangka panjang seperti
penghijauan daerah aliran sungai dan pembangunan infrastruktur tahan bencana,
sementara Pemerintah Daerah perlu mengintensifkan edukasi dan sosialisasi terutama di
desa-desa rawan melalui pendekatan partisipatif seperti penguatan dan integrasi Destana
dengan sistem peringatan dini, memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah
melalui forum rutin dan simulasi bersama, serta menyesuaikan kebijakan dengan
perkembangan ancaman bencana terkini seperti peningkatan frekuensi banjir akibat
perubahan iklim dan alih fungsi lahan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Kabupaten Grobogan menjadi lebih efektif dan berorientasi pada pengurangan risiko

secara berkelanjutan.
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